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WALIKOTA GORONTALO.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Kepala Daerah mengajukan
Peraturan Walikota Gorontalo tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

untuk memperoleh Persetujuan Bersama:

bahwa Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaraxg Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan. scbagaimana dimaksud dalam

‘huruf a merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Dderah Tahun 2012 vang dijabarkan kedalam kebijakan umum Anggaran”

Pendapatan dan Belanja Dacrah serta prioritas dan plafon anggaran maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perlu penjabaran:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Walikota Gorontalo

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012:

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 leniang Pembentukan Daerah - dacrah Tingkat 11 di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822):
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e Undéng;(}ndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pényelenggam Negara yang"‘Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- (Lembaran Negéra Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 109 Tahun .2000 tentang Kedudukan Keuangan Képala Daerah dan Wakil Kehala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5.
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6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawah Keuangan Negara (l.embaran Negara
Republik Indonésia Tahun 2004 Nomor 66. T ambahan Lembarnn‘Negara Republik hidohesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421):

8 Undang-Unciang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
'dcngan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara chu“blik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
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. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinah dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712):

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502):

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4503 );

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2003 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575):
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576):

. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578):

. Puiaturan Pemernintait Nomor 63 1ahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585):
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595):

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara chublik Indonesia Nomor 4616);

. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah scbagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negert Nomor 21 Tahui 20113
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah. Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi

Intensif dan Dana Operasional :

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2012 :
Peraturan Daerah Nomor | Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah
Kota Gorontalo Tahun 2012 Nomor 1) :

MEMUTUSKAN :
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2012.
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Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 terdiri atas :

1. Pendapatan

a.
b.

£

2. Belanja:

a.

Pendapatan Asli Daerah sejumlah

Dana Perimbangan sejumlah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah

Jumlah Pendapatan

Belanja tidak langsung :

b
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Belanja pegawai sejumlah

Belanja Bunga sejumlah

Belanja Subsidi sejumlah

Bclaﬁja Hibah sejumlah

Belanja Bantuan Sosial sejumlah
Belanja bagi hasil sejumlah
Belanja bantuan keuangan sejumlah
Belanja tak terduga sejumlah

Jumlah Belanja tidak langsung

Rp.
Rp.

87.000.000.000.00
415.139.035.087.00
57.130.087.160.00
559.269.122.247.00

355.264.584.144.00
750.000.000,00

.00
2.350.000.000,00
1.487.500.000.00

00

.00
4.800.000.000.00
364.652.084,144.00
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b.  Belanja langsung :

1.  Belanja pegawai sejumlah Rp. 42.332.848.817.00

2. Belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 77.991.531.314,00

3. Belanja Modal sejumlah Rp. 80.480.124.365.00
Jumlah belanja langsung Rp. 200.804.504.496.00

Jumlah belanja Rp. 363.456.588.640.00
Surplus/(Defisit) Rp. (6.187.466.393.00)

3. Pembiayaan :

a.  Penerimaan sejumlah : Rp. 31.816.697.501.00
b.  Pengeluaran sejumlah Rp. 25.629.231.108.00
Jumlah pembiayaan Neto Rp. 6.187.466.393.00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp. : 00

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran | Peraturan Walikota ini.
Pasal 3
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran 11 Peraturan Walikota ini.
| Pasal 4

Lampiran schagaimana tersebut dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
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Pasal 5

- Pclakqana.m pemabar-m Ang,haran Pendapalan dan Belanja Dau‘ah yang ditetapkan ddlam pemturan ml d:tuangkdn lcbah I'mjut dalam Dokumen Pelaksanaan
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Pasal 6
Pcraluran Wdhl\om :m mulai herldku pada tdngbal dlundangkan '

Agar beuap omng lmn_i:uahumva memr;nmahkan penf,undan;_,dn Pemluran Wallknta ini deng,an penunpat'mnva dalam Berita Daerah Kota Goronmlo

D}lrt_:la kan di Goronlalo

i Gorontalo

Diundangkan

N Nsp 1193[; 0724 197703 1 003
 PEMEINA UTAMA MUDA
BERITA DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2012 NOMOR




